
94 

 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Arief, B. W. (2008). Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan 

Kejahatan. Jakarta: Kencana. 

Atmosdirjo, S., & Prajudi. (2002). Hukum dan Pengawasan Keimigrasian. 

Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Bappenas. (2019). Visi Indonesia 2045 – Background Study. Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 1–158. 

Cahyadi, M. K. B. Y. (2023). Pengaturam Deportasi Warga Negara Asing di Bali 

ditinjau melalui Undang-Undang Keimigrasian. 

Ishaq. (2006). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 

Kansil, C. S. T. (2002). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. 

Jakarta: Balai Pustaka. 

Manan, B. (2002). Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta. 

Rahardjo, S. (2003). Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru. 

Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: 

Genta Publishing. 

Rasjidi, L. (2002). Dasar-dasar Filsafat Hukum. Bandung: Alumni. 

Reksodipuro, M. (1994). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan 

Karangan. Buku Kedua. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum 

Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.  

Soekanto, S. (2005). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta: Rajawali Press. 

Soekanto, S. (2003). Penegakan Hukum. Jakarta: Bina Cipta.  

Sudikun, A., & Mertokusumo. (1999). Mengenal Hukum Keimigrasian di 

Indonesia. Jakarta: Liberty Press.  

Ukun, W. (2004). Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan 

Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji. 

 

  



95 

 

JURNAL 

Ahmad, R. S. & Sa'adah, N. (2021). Analisis Peranan Dan Strategi Dalam 

Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang 

Asing. Jurnal Spektrum Hukum, 18(1).  

Akbar, F. (2021). Strengthening Immigration Function as Facilitator of 

Community Welfare Development in Morotai Special Economic Zone. Jurnal 

Ilmiah Kajian Keimigrasian, 4(1), 9-21.  

Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap 

nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). Jurnal 

Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(3), 286. 

https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p07   

Masyithoh, N. D. (2016). Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian 

Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia. Jurnal 

Penelitian Sosial Keagamaan, 24(2), 360.  

Mustari, K. A. & Jannah, R. N. (2021). Evaluation Of Apoa Version 2.0 

Socialization Activities to Improve the Cadre of Supervision of Foreigners in 

South Sulawesi. Jurnal Abdimas Imigrasi, 2(2), 55-63.  

Prayulianda, H. A., & Antikowati. (2019). Pengawasan Warga Negara Asing 

Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan. 

Lentera Hukum, 6(1), 141–150.  

Putri, R. S. I. (2020). Penguatan Fungsi Keimigrasian Sebagai Fasilitator 

Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Skripsi.  

Santoso, M. & Imam. (2003). Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan dan 

Ketahanan Nasional. Jakarta: Universitas Indonesia.  

Sulaiman, E. (2016). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Ash-

Shahabah, 2(1), 66. 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI tentang 

Pedoman Pengawasan Orang Asing di Indonesia.  

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Pasal 28 dan 29 Nomor 30 Tahun 2018 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia.  

https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p07


96 

 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Pengawasan Orang Asing. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Penjamin Keimigrasian. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pengawasan Orang Asing. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Prosedur 

Penindakan Keimigrasian. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengawasan Orang Asing oleh Pemerintah Daerah. 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Intelijen dan 

Penindakan Keimigrasian. 

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 18 Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian.  

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 13 Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian.  

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 68 Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian.  

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 71 Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. 

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 75 Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian.  



97 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 78 Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. 

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 124 Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. 

 

WEBSITE 

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). Deportasi WNA Denmark yang Overstay di 

Bali. Retrieved from Imigrasi Denpasar. 

https://www.imigrasi.go.id/berita/2021/07/28/imigrasi-denpasar-deportasi-wn-

denmark-yang-overstay-di-bali?lang=id-ID.  

Dylan, M. (2020). Pengawasan Keimigrasian. BPSDM KUMHAM Press. 

Retrieved from https://lcbadiklatjateng.kemenkumham.go.id/wp-

content/uploads/2021/02/50_pengawasan-keimigrasian-ditjen-imigrasi.pdf 

Safitri, A. R. (2022). Imigrasi Tindak 1.033 Pelanggaran Administratif 

Keimigrasian Dalam Empat Bulan Terakhir. Retrieved from Imigrasi.Go.Id. 

https://www.imigrasi.go.id/id/2022/05/23/imigrasi-tindak-1-033-pelanggaran 

administratif-keimigrasian-dalam-empat-bulan-terakhir/ 

Imigration Today. (2024). Imigrasi Ngurah Rai Boyong Dua Penghargaan dalam 

Pengawasan Orang Asing. Retrieved from 

https://imigrationtoday.id/2024/12/11/imigrasi-ngurah-rai-boyong-dua-

penghargaan-dalam-pengawasan-orang-asing/.   

The Bali Sunset. (2024). Dugaan Pelanggaran oleh WNA, Imigrasi Ngurah Rai 

Bertindak. Retrieved from https://beritaind.com/2024/05/31/dugaan-

pelanggaran-oleh-wna-imigrasi-ngurah-rai-lakukan-pengawasan/.  

  

https://www.imigrasi.go.id/berita/2021/07/28/imigrasi-denpasar-deportasi-wn-denmark-yang-overstay-di-bali?lang=id-ID
https://www.imigrasi.go.id/berita/2021/07/28/imigrasi-denpasar-deportasi-wn-denmark-yang-overstay-di-bali?lang=id-ID
https://lcbadiklat/
https://www.imigrasi.go.id/id/2022/05/23/imigrasi-tindak-1-033-pelanggaran%20administratif-keimigrasian-dalam-empat-bulan-terakhir/
https://www.imigrasi.go.id/id/2022/05/23/imigrasi-tindak-1-033-pelanggaran%20administratif-keimigrasian-dalam-empat-bulan-terakhir/
https://imigrationtoday.id/2024/12/11/imigrasi-ngurah-rai-boyong-dua-penghargaan-dalam-pengawasan-orang-asing/
https://imigrationtoday.id/2024/12/11/imigrasi-ngurah-rai-boyong-dua-penghargaan-dalam-pengawasan-orang-asing/
https://beritaind.com/2024/05/31/dugaan-pelanggaran-oleh-wna-imigrasi-ngurah-rai-lakukan-pengawasan/
https://beritaind.com/2024/05/31/dugaan-pelanggaran-oleh-wna-imigrasi-ngurah-rai-lakukan-pengawasan/


98 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Pengambilan Data 
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Lampiran 2. Surat Ijin Pengambilan Data 
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